BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berprinsip demokrasi atau kedaulautan rakyat, hal
tersebut dibuktikan pada Pancasila sila ke-4 yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan” serta dalam UUD Pasal 2 ayat (2) yaitu
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD”. Realisasi
ketentuan tersebut antara lain dengan diselenggarakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Kemudian, setelah terbitnya Undang-
undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada 1 Juni 2005 memutuskan bahwa

kepala daerah dipilh secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Pada saat ini pemlihan umum (PEMILU) secara Nasional dilakukan dua macam yaitu
pemilihan anggota legislatif (PILEG) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk
dilembaga legislatif baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditingkat Pusat ataupun ditingkat
Daerah. Disamping itu diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES)
secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan. Selain hal
tersebut pada masing-masing daerah juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota/Bupati dan Wakilnya

yang langsung dipilih oleh rakyat.'

Dalam PEMILU baik PILEG, PILPRES, maupun PILKADA peran dan keikutsertaan

masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya

'Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru (Jakarta: Kencana Predana
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ditentukan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada
PEMILU tersebut. PEMILU merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan
kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa
memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematik dan berkala.
Oleh karenanya PEMILU digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi.
Apabila suatu negara telah melaksanakan proses PEMILU dengan baik, transparan, adil, teratur
dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat
kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan PEMILU
atau tidak mampu melaksanakan PEMILU dengan baik, dimana terjadi berbagai kecurangan dan

diskriminasi, maka negara itu dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah
suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. la memiliki makna yang sangat
penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat
partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga
akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan Negara ini. Sebaliknya partisipasi
politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali apabila tidak memenuhi
syarat dari segi kualitatif maupun kuantitif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat
dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan Kepala Daerah merupakan hal yang sangat penting
untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator

penting terhadap jalannya proses demokasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.2

Sebagai implikasi ketentuan pemilihan tersebut maka partai politik berlomba-lomba

melakukan kampanye dan propaganda atas calon yang mereka usung dari masing-masing partai

Tim Peneliti FSIP UMM, Perilaku Partai Poliitik, (Malang: UMM Press, 2006), hal. 18-31.



politik terhadap rakyat. Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi
individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan
suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai
“serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek
tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu

tertentu” .

Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey
adalah yang paling popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi. Hal ini
didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa
kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi. Kedua, bahwa definisi tersebut dapat

mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kampanye merupakan sebuah tindakan
yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh
peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses
pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna
memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Dalam sistem politik demokrasi,
kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, dimana

wakil terpilih atau referenda diputuskan.

Kegiatan kampanye dilakukan bukan tanpa aturan, melainkan ditertibkan melalui Perppu
No. 1 Tahun 2014 tentang pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian ditetapkan

sebagai UU No. 1 Tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-undang, yang selanjutnya diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-undang.* Kegiatan kampanye tidak akan berarti apabila tidak ada fasilitas dan
atribut kampanye, penggunaannya-pun diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (1)

huruf E.°

Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (1) huruf E menyebutkan bahwa
kampanye dapat dilaksanakan melalui pemasangan alat peraga. Ketentuan tersebut menjadi
fokus peneliti karena alat peraga kampanye dinilai sangat berpengaruh terhadap partisipasi
politik masyarakat disamping faslitas kampanye lainnya. Alat peraga kampanye diatur dalam
PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan
Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

yakni terdapat pada :

Pasal 28 Ayat (2) bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan

pemasangan alat peraga kampanye, yakni:

a. Baliho/billboard/vedeotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 buah setiap
pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota.
b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 buah setiap pasangan

calon untuk setiap kecamatan.

*Undang-undang No.1 Tahun 2015, Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (LN Tahun 2014 No. 245, TLN No.5588)
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c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon
untuk setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan.®

Dapat disimpulkan bahwa PKPU memberikan batasan dalam berkampanye. Hal tersebut
bertujuan untuk mengembalikan esensi kampanye yakni sebagai pendidikan politik masyarakat
yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Adapun dengan peraturan tentang pembatasan
tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi Partai Politik untuk mensosialisasikan pasangan
calonnya terkait PKPU Tahun 2015, dimana tdak seperti peraturan sebelumnya yang
membebaskan parpol untuk membuat alat peraga kampanye semampu mereka, namun berbandng
terbalik dengan fakta yang ada di Desa Tambak Oso dimana partai politik tidak memanfaatkan
fasiltas kampanye semaksimal mungkin, sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan
hak pilihnya.

Pengaruh minimnya sosialisasi partai politik terhadap jumlah hak pilih terbukti bahwa
saat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sidoarjo pada 9 Desember 2015, angka
golput meningkat dibandingkan Pilkada 2 periode sebelumnya. Tingkat kehadiran warga dalam
menyalurkan hak pilih berkurang, terbukti jumlah golongan putih mencapai 611.825 orang dari

1.380.909 jumlah hak pilih, adapun tabel data KPUD Sidoarjo :

SPKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernurdan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
"Data PARMAS KPUD Sidoarjo



Tabel 1.1

Data Partisipasi Masyarakat

No Pilkada Jumlah Partsipasi | Pemilih | Prosentase
Pemilih Pemilih Tidak Partipasi

Hadir Masyarakat

1 2005 1.133.828 724.255 409.573 63.88%
2 2010 1.286.640 A 493.363 61.65%
3 2015 1.380.909 769.084 611.825 55.69%

Sumber : Data Partisipasi Masyarakat

Menurut data KPU, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka
Golput pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun ini dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat
Sidoarjo. Angka Golput pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015 ini, dimungkinkan karena
masyarakat kurang tertarik untuk menggunakan hak pilihnya atau kurang tertarik dengan pada
Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang ikut berkompetisi. Berdasarkan dari
hasil rekaptulasi KPUD Sidoarjo, Paslon nomer urut 4 Warih Andono mendapat 38.664 suara,
Paslon Nomor urut 3 yakni Saiful Illah-Nur Achmad Syaifuddin memperoleh suara 424.611
suara, Paslon nomer urut 2 Utsman Thasan-Tan Mei Hwa mendapat 64.375 suara, Paslon nomor

urut 1 Hadi Sutjipto-Abdul Kholik mendapat 192.414 suara.”

¥Hasil rekapitulasi KPUD Sdoarjo Tahun 2015



Tabel 1.2

Hasil Rekapitulasi KPUD Sidoarjo Tahun 2015

No Nama pasangan calon Jumlah akhir
1 H. Mg. Hadi Sutjipto., S.H, M.H, Dan H. 192.414
Abdul Kholik S.E
2 | H.Utsman Thasan-Tan Mei Hwa 64.375
3 H.Saiful Illah, S.H, M.Hum Dan H.Nur 424 611

Achmad Syaifuddin, S.H

4 | Warih Andono, S.H Dan H.Imam Sugiri, 38.664

ST, MM

Jumlah 720.064

Sumber : Hasil Rekapitulasi KPUD Sidoarjo

Adapun Rekapitulasi KPUD Sidoarjo menunjukkan bahwa terdapat tiga Kecamatan yang
selalu rawan golput, yaitu Kecamatan Waru (83.974), Kecamatan Taman (74.873) dan
Kecamatan Sidoarjo (67.912), namun diantara tiga Kecamatan paling tinggi terjadi di Kecamatan
Waru. Khususnya di Desa Tambak Oso yang mencapai (1.1740), hal tersebut dikarenakan
kurangnya sosialisai oleh pihak Parpol selain itu Desa Tambak Oso merupakan Desa yang paling

ujung yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Gunung Anyar Surabaya’, dan

°Ibid.
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KPUD Sidoarjo tidak mensosialisasikan alat peraga kampanye di Desa Tambak Oso hal tersebut

dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

Cek List Alat Peraga Kampanye Kecamatan Waru

No Kecamatan Waru Jumlah TPS BALIHO SPANDUK UMBUL-
UMBUL
1 | Desa/Kel. Pepelegi 19 2
2 | Desa/Kel. Waru 12 2
3 | Desa/Kel. Kureksari 19 2
4 | Desa/Kel. Ngingas 17 2
5 | Desa/Kel. Tropodo Y7/ ).
6 | Desa/Kel. Tambaksawah 10 2
7 | Desa/Kel. Tambakrejo 19 )
8 | Desa/Kel. Tambakoso 4
9 | Desa/Kel. Tambaksumur 12 2 1
10 | Desa/Kel. Wadungasri 12 2
11 | Desa/Kel. Kepuhkiriman 23 2
12 | Desa/Kel. Berbek 12 2
13 | Desa/Kel. Wedoro 19 1
14 | Desa/Kel. Janti 7 2 1
15 | Desa/Kel. Kedungrejo 15 2 1
16 | Desa/Kel. Medaeng 18 2

Sumber : Data Cek List Alat Peraga Kampanye KPUD Sidoarjo




Terkait fakta yang peneliti temukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang
banyaknya masyarakat yang Golput (Golongan Putih), terutama masyarakat Desa Tambak Oso
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti ingin mengetahui apakah pembatasan alat peraga
kampanye (PKPU No.7 Tahun 2015) mempunyai pengaruh besar terhadap banyaknya
masyarakat yang Golput pada Pilkada Tahun 2015, serta mengetahui seberapa besar pengaruh
pembatasan alat peraga kampanye terhadap keputusan Golput masyarakat Desa Tambak Oso
pada Pilkada Tahun 2015. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengangkat
penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunan Alat Peraga Kampanye Terhadap Pilihan
Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Desa

Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah penggunaan alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo
Tahun 2015 di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan golput pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo
Tahun 2015 di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ?
3. Seberapa besar pengaruh penggunan alat peraga kampanye terhadap pilihan golput pada
Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015 di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru

Kabupaten Sidoarjo ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis penggunaan alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah

Sidoarjo Tahun 2015 di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
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2. Untuk menganalisis Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan golput pada Pemilihan
Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo

3. Untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh Penggunan Alat Peraga Kampanye Terhadap
Plihan Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015 di Desa Tambak Oso

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian
Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas maka peneliti dapat paparkan bahwa manfaat

dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
Dari  segi teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka
mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya wacana politik. Secara akademis
penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan kepada UIN Sunan Ampel
Surabaya khususya kepada mahasiswa/mahasiswi maupun dosen dan perpustakaan

sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi intelektual.

2. Manfaat praktis
Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi semua pihak terkait dengan pemerintahan, mahasiswa dan diharapkan dapat menjadi
referensi serta sebagai salah satu acuan Pengaruh Penggunan Alat Peraga Kampanye

Terhadap Pilihan Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah.
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E. Batasan Penelitian
Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti membatasi pada lingkup,

antara lain:

1. Pemahaman yang dibahas disini hanya Pengaruh Penggunan Alat Peraga Kampanye
Terhadap Pilihan Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015.

2. Letak atau lokasi wilayah pada penelitian ini adalah di Kabupaten Sidoarjo.

3. Responden penelitian adalah masyarakat Sidoarjo yang terdaftar atau masuk dalam
Daftar Pemilih Tetap serta ikut mencoblos pada PEMILUKADA serentak 2015 di Desa

Tambak Oso.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan penjelasan tentang judul proposal penelitian ini, maka perlu untuk
memberikan gambaran yang jelas terhadap judul proposal penelitian ini yaitu pengaruh
penggunan alat peraga kampanye terhadap pilihan Golput pada Pemilihan Kepala Daerah
Sidoarjo Tahun 2015 di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kiranya
sangat diperlukan adanya penegasan yang terdapat dalam judul tersebut antara lain :
a. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi,

dan program pasangan calon yang bentuknya meliputi:

1. Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan
atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik

perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
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2. Umbul-umbul adalah adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain
sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau
memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan
yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diseclenggarakan secara insidental atau
sementara.

3. Spanduk adalah adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk
kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik
perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau

dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

b. Golput (Golongan Putih)

Golput adalah orang atau masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan
namun tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan sengaja serta tujuan yang jelas
atau sebagai wujud politik terkait rasa ketidakpuasan sebagai pemilih disebabkan
kepribadian serta orientasi pribadi pemilih, sistem dan objek politik yang ada di

sekitarnya serta kalkulasi untung dan rugi.

G. Penelitian Terdahulu
1. Arie Setiawan dengan judul “Perilaku Golput Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa
Waringin Barat Kecamatan Sukorojo Kabupaten Prengsewu”. Dengan hasil penelitian yaitu
penyebab masyarakat tidak memilih disebabkan faktor-faktor teknis seperti harus bekerja,
libur, dan harus kuliah. Dan faktor kedua adalah faktor politis dimana masyarakat menilai

keadaan Desa akan sama saja dan siapapun Kepala Desa tidak akan mengubah keadaan itu.'

12 Arie Setiawan dengan judul “Perilaku Golput Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Waringin Barat
Kecamatan Sukorojo Kabupaten Prengsewu”
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2. Rike Prisina dengan judul “Fenomena Golongan Putih dikalangan Mahasiswa Pada
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2015. Dengan hasil Penelitian bahwa Mahasiswa yang
melakukan golput termasuk dalam tipe idealis konfrontatif, idealis realis, oportunis,
profesional, glamour. Serta perilaku golput ini termasuk kedalam golput teknis dan golput
politis tetapi bukan termasuk kedalam kategori golput ideologis.™

3. Rizki Pranata dengan Judul “Faktor-faktor Penyebab Golput Dalam Pemilihan Wali Kota
Wakil Kota Bandar Lampung 2015” dengan hasil peneltian Faktor-faktor penyebab golput
berpengaruh terhadap golputnya masyarakat Kampung Baru pada pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan
Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Arah korelasi yang terjadi adalah positif artinya
semakin besar pengaruh faktor-faktor penyebab golput yang terjadi pada diri seorang golput
maka golputnya cenderung semakin besar. Yakni faktor-faktor yang berasal dari perasaan
(faktor psikologis), sistem yang berjalan (sistem politik), kepercayaan (kepercayan politik),

dan keadaan sosial ekonomi (faktor latar belakang status sosial-ekonomi).*?

H. Variabel dam Indikator Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang
mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Jadi variabel, adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa

kuantitatif maupun kualitatif yang nilainya dapat berubah-ubah.

' Rike Prisina dengan judul “Fenomena Golongan Putih dikalangan Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Legislatif
Tahun 2015

12 Rizki Pranata dengan Judul “Faktor-faktor Penyebab Golput Dalam Pemilihan Wali Kota Wakil Kota Bandar
Lampung 2015
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Dalam penelitan ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (variabel X) dan variabel

terikat (variabel Y)."* Dalam penulisan ini variabel X membahas Pengaruh Penggunaan Alat

Peraga Kampanye, sedangkan variabel Y membahas tentang Pilihan Golput pada Pemilihan

Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015 Sedangkan indikator variabel adalah variabel yang

mendukung obyek utama. Diantaranya:

Tabel 1.4

Indikator Variabel X dan Y

Variabel Sub Variabel Indikator Variabel
A. Baliho Alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain,

kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum
kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh
masyarakat

Variabel X |B. Spanduk Alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain

(Alat Peraga termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan,

kampanye) menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum

kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat
dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan

secara insidental atau sementara

C. Umbul-Umbul

Alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain

sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk

BSuharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 102
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memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik

perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu

kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan

diselenggarakan secara insidental atau sementara

Variabel Y

(Golput)

. Faktor

Psikologis

Minat atau keterlibatan dalam persoalan atau aktivitas
politik.

Sosialisasi dan ransangan politik dari kandidat.

1. Tahap penyelenggaraan teknis PEMILU
. Faktor Sistem |2. Sosialisai PEMILU
Politik 3. Kinerja panitia penyelenggara PEMILU
. Faktor 1. Kedekatan kandidat yang berkompetisi
Kepercayaan |2. Kepercayaan terhadap kandidat pilkada kabupaten/kota
Politik

. Faktor Status

Latar
Belakang
Sosial-

Ekonomi

”

Latar belakang pendidikan menjadikan pemilih
memahami manfaat pilkada

Latar belakang pendapatan. Pendapatan yang tinggi
mempermudah seseorang untuk mengakses informasi,
dapat meluangkan waktu, pilkada membawah dampak
pada pendapatan, berkorelasi pada kehadiran dalam
PEMILU.

Latar belakang pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan tertentu

mempengaruhi seseorang untuk datang pada PEMILU.
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Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis dan memudahkan untuk memahami hasil penelitian ini, maka penulis

perlu mendiskripsikan muatan yang terkandung dalam penelitian ini yaitu:

Bab 1 Pendahuluan (Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Variabel dan Indikator
Penelitian dan Sistematika Pembahasan).

Bab IT Landasan Teori (Kerangka Teori, Kerangka Berfikir dan Hipotesis).

Bab 111 Metode penelitian (Pendekatan dan Jenis Penelitian; Lokasi Penelitian; Obyek
Penelitian; Populasi dan Sampel dan termasuk tehnik sampling, Data dan
sumber data ; Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data;Teknik
Analisis Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan (Deskripsi Lokasi Penelitian,Demografis, Karakteristik
Responden, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis, beroperasinya penggunaan
alat peraga kampanye terhadap pilihan golput , Temuan hasil penelitian, Analisis
Data).

Bab V Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian

BabVI Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





